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BAB II 

BMT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT 

 

 

A. Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT)  

1. Pengertian BMT  

Baitulmal berasal dari bahasa Arab “bait” yang berarti rumah, dan “al-maal”  

yang berarti harta. Jadi, secara etimologis baitulmal berarti rumah untuk 

mengumpulkan atau menyimpan harta.1  Baitut Tamwil (bait= rumah, at-Tamwil= 

pengembangan harta. Baitul Mal wat-Tamwil pada dasarnya merupakan 

pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan.  

Baitul Mal wat-Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya 

berintikan bayt al-maal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan kegiatan-

kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas 

kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu 

Baitul Maal wat Tamwil juga bisa menerima titipan Zakat, Infaq dan shodaqoh, 

serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.2 

 

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa BMT merupakan 

lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi sekaligus, fungsi sosial dan fungsi 

komersial.  Hal ini berbeda dengan institusi ekonomi yang selama ini telah ada di 

Indonesia yang umumnya hanya menitik beratkan pada satu fungsi, yaitu yayasan 

yang memiliki fungsi sosial, koperasi memiliki fungsi sosial, sedangkan PT, 

Firma, dan CV yang memiliki fungsi komersial. Oleh karena itu, selain berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi, BMT juga berfungsi sebagai lembaga keuangan ia 

                                                           
1
Nurul Huda, Agus Suprayogi,et.al. Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan 

Sejarah, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 272 
2
A.Djzuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat. Sebuah Pengenalan, ( 

Jakarta :PT. Raja Grapindo Persada, cetakan pertama, 2002), hlm. 183 
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bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak 

melakukan kegiatan ekonomi seperti: perdagangan, industri, pertanian dan lainnya. 

Pada sisi ini, baitulmal itu merupakan ungkapan tentang lembaga pengelolaan 

pos-pos pemasukan dan pengeluaran harta-harta kaum Muslimin. Baitulmal 

sebagai lembaga pengelola keuangan negara yang terkait dengan penerimaan dan 

pengeluaran belanja negara telah mulai diterapkan sejak masa Rasulullah SAW. 

Pengelolaan baitulmal ini kemudian diteruskan oleh khalifah selanjutnya, hingga 

akhirnya kekhalifahan Islam runtuh pada tahun 1924 M.3  

 

Dari pengertian di atas dapat penulis pahami bahwa pola pengembangan 

institusi keuangan ini di adopsi dari Baitul Maal yang pernah ada dan sempat 

tumbuh dan berkembang pada masa Rasulallah SAW dan khulafaur Rosyidin. 

Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur 

pendayahgunaan harta dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya 

bank (Baitul Tamwil). 

Baitul Maal wat-Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syari’ah 

non-perbankan yang sifatnya informal. Dikatakan informal karena lembaga ini 

didirikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbeda dengan lembaga 

keuangan perbankan dan lembaga keuangan informal lainnya.4 

Penulis menyimpulkan bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, 

BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan ia 

bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan 

dana kepada masyarakat (anggota BMT).. Baitul Mal wat-Tamwil merupakan 

lembaga ekonomi keuangan syari’ah yang bersifat informal, isinya berintikan 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 273 

4
 A.Djzuli dan Yadi Janwari, Op. Cit. 
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Baitul Maal wat- Tamwil (BMT) dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha 

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha 

kecil bawah dan kecil, selain itu Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) juga menerima 

titipan zakat, infaq, sadaqoh serta menyalurkannya sesuia peraturan dan 

amanatnya.  

2. Ciri –ciri BMT 

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri utama sebagai 

berikut:  

a. Berorientasi bisnis, yakni memiliki tujuan mencari laba bersama dan 

meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi  yang sebanyak-banyaknya 

bagi para anggota dan lingkungannya. 

b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola 

dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. 

c. Lembaga ekonomi umat yang di bangun dari bawah secara swadaya yang 

melibatkan peran serta masyarakat di sekitarnya. 

d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil 

serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar 

BMT. Dukungan masyarakat terhadap optimalisassi peran dan fungsi BMT 

sangat penting, sebab lembaga BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

segala ide dasar dan tujuan dari didirikannya BMT antara lain untuk 

kepentingan masyarakat itu sendiri dan dilakukan secara swadaya dan 

berkesinambungan. 

e. Pola hubungan BMT dan anggotanya dalam aspek bisnis diatur dengan sistem 

bagi hasil.5 

 

Selain ciri-ciri utama di atas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus sebagai 

berikut:  

a. Staf dan karyawan BMT bersifat aktif, dinamis dan berpandangan 

produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik segi penyetor 

dana maupun sebagai penerima pembiayaan usaha. 

                                                           
5
PINBUK, Kumpulan Materi Pelatihan Program Pada Karya Penanggulangan Pekerja 

Terampil(P3T), Depnaker dan Pinbuk, Lampung, 1999, hlm. 1. 
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b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang 

terbatas, karena sebagian besar staf yang lain harus bergerak dilapangan 

untuk mendapatkan anggota/calon anggota penyetor dana, memonitor dan 

mensupervisi usaha anggota/calon anggota. 

c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan 

tempatnya berada di madrasah, masjid dan mushola yang ditentukan sesuai 

dengan kegiatan anggota BMT, setelah pengajian biasanya dilanjutkan 

dengan perbincangan bisnis dari para anggota BMT. 

d. Manajemen BMT diselenggarakan secara profesional dan Islami.
6
 

 

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa BMT memiliki 

karakteristik yang khas, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memiliki 

fungsi sosial dan fungsi komersial yang beroperasi berdasarkan prinsip 

syari’ah, lahir dan tumbuh dari bawah karena kebutuhan masyarakat, 

berorientasi pada pengentasan kemiskinan  dan pemberdayaan masyarakat 

papa namun diola secara profesional.  

3. Tujuan BMT 

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar 

BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. BMT menerapkan konsep ekonomi 

Islam yang bebas bunga, yang dalam hal ini bertolak belakang dengan konsep 

perbankan konvesional lainnya yang memperioritaskan bunga sebagai pendapatan 

dan penghasilan utamanya.  

Ekonomi bebas bunga yang menjadi ciri khas BMT menolak pencarian harta 

dengan tidak sah dan tidak halal, karena bertolak belakang dengan firman Allah 

SWT yang artinya:   

“Hai orang –orang yang beriman janganlah kamu memakan harta orang lain 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan, dengan suka sama suka 

                                                           
6
A. Djazuli dan Yadi Karyadi, Op Cit., hlm. 185 
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diantara kamu.  Janganlah kamu bunuh dirimu sesungguhnya Allah menyayangi 

kamu.” 

 

Penulis menyimpulkan bahwa kehadiran BMT bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan jasmani dan rohani sebagaimana uraian Al-Qur’an tersebut 

dilaksanakan dengan tidak ada sistem bunga dalam BMT serta dilarangnya 

memakan riba, memberikan berbagai pendidikan dan latihan serta pemberian 

pembiayaan usaha bagi pengusaha kecil dengan tujuan mereka mampu berjalan 

mandiri serta dapat membuka peluang kerja bagi rakyat banyak. 

4. Legalitas BMT 

Dilihat dari sisi yuridis, berdasarkan Undang-Undang no. 7 tahun 1992 atau 

Undang-Undang no. 10 tahun 1998, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan 

formal yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat secara luas, karena lembaga yang boleh melakukan itu menurut 

undang-undang tersebut adalah Bank Umum dan BPR (Bank Perkereditan 

Rakyat), baik dioperasikan dengan sistem konvesional maupun bagi hasil. 

Untuk memastikan agar BMT dapat mengembangkan diri dan kegiatannya 

secara legal maka pilihan yang tersedia hanya dua yaitu koperasi dan atau KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat), berikut ini akan diuraikan kedua pilihan 

legalitas tersebut. 

a. Koperasi 

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, maka 

1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau  badan 

hukum koperasi dengan berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. 
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2). Koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. 

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan 

orang-orang.  Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan 

beranggotakan Koperasi. 

3).Prinsip –prinsip koperasi ialah (a) keanggotaan bersifat sukarela dan 

terbuka, (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis : (c) pembagian sisah 

hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha 

masing-masing anggota; (d) pemberian balas jasa yang tebatas terhadap 

modal; (e) kemandirian.7 

 

Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa dalam segi operasi, BMT 

tidak lebih dari sebuah koperasi, karena dimiliki oleh masyarakat yang 

menjadi anggotanya, menghimpun simpanan dan menyalurkannya kembali 

kepada anggota melalui produk pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalita 

BMT pada saat ini yang paling cocok adalah berbadan hukum koperasi.  

Apabila ada kesiapan pada saat pendirian, BMT  dapat langsung 

didirikan dengan bentuk badan hukum koperasi yaitu sebagai berikut:  

1). Koperasi Serba Usaha di daerah perkotaan. 

2). KUD (Koperasi Unit Desa) di daerah perdesaan, dengan ketentuan (sesuai 

dengan petunjuk menteri Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil) 

tanggal 20 Maret 1995 sebagai berikut: 

a). Di suatu wilayah dimana telah ada KUD dan KUD tersebut berjalan 

baik, maka BMT dapat menjadi unit usaha otonom (U2O) dari KUD 

tersebut. Unit usaha ini melaksanakan ketentuan –ketentuan organisasi 

dan cara kerjanya sesuai dengan tata kerja BMT. 

b). Disuatu wilayah dimana telah ada KUD tetapi KUD nya belum berjalan 

baik, maka KUD yang bersangkutan dapat dioperasikan sebagai BMT. 

Kepengurusan KUD dipilih melalui suatu rapat anggota dengan 

berkonsultasi pada kantor Departemen Koperasi dan PPK. 

c). Disuatu wilayah dimana belum ada KUD dapat didirikan KUD BMT. 

Untuk mendirikan suatu koperasi diperlukan jumlah minimum 20 orang. 

                                                           
7
PINBUK, Pelatihan Pengelolaan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, ( Jakarta :  PINBUK, 

1996, hlm.5.  
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3). Tetapi, apabila persyaratan untuk badan hukum koperasi belum dipenuhi, 

dan atau rapat anggota belum bersepakat untuk memilih badan hukum 

Koperasi, maka BMT dapat dikelola sebagai KSM.
8
 

 

Penulis menyimpulkan bahwa BMT dalam segi pengopersiannya selain 

dapat dikelola sebagai koperasi juga dapat dikelola sebagai Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM) apabila belum memenuhi syarat untuk badan 

hukum koperasi, BMT dalam segi operasi, tidak lebih dari sebuah koperasi, 

karena dimiliki oleh masyarakat yang menjadi anggotanya, menghimpun 

(simpanan) dan menyalurkannya kembali kepada anggota melalui produk 

pembiayaan/kredit. Oleh karena itu, legalitas BMT pada saat ini yang paling 

cocok adalah berbadan hukum koperasi.  

b. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

KSM adalah lembaga informal masyarakat yang dibentuk berdasarkan 

kesepakatan sekelompok masyarakat tertentu untuk tujuan-tujuan bersama 

yang sifatnya khusus. Contohnya paguyuban, arisan, asosiasi, klub-klub dan 

lain-lain. BMT dapat dibentuk sebagai KSM.9 Sebagai KSM, BMT memilki 

karakter tersendiri, dan prosedur pembinaan tertentu pula. Ia lebih merupakan 

lembaga keuangan pra-koperasi, yang memiliki ciri-ciri seperti dari aspek-

aspek sebagai berikut: 

1. Modal 

Sejumlah modal yang diisyaratkan untuk disediakan dalam 

pengoprasian BMT  yaitu minimal 10 juta. Modal ini kemudian disebut 

sebagai” Simpanan Pokok Khusus” yang besarnya sebetulnya tidak 

dibatasi sesuai dengan kemampuan setiap anggota bersangkutan, tetapi 

bukan saham.  

                                                           
8
PINBUK, Pola Legalitas, Struktur dan AD/ART BMT-BMT, ( Bandar Lampung,  2002). 2 

9
Ibid, hlm. 2 
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2. Anggota Pendiri 

Anggota pendiri yaitu mereka menyetor simpanan kepada anggota 

BMT. Jumlah minimal anggota pendiri yang diharuskan untuk sebuah 

BMT adalah 20 orang dan sebanyak-banyaknya 44 orang. Hal ini penting 

karena untuk menghindari terjadinya klaim sebuah kepemilikan sebuah 

BMT oleh orang per orang, khususnya keluarga atau satu kelompok orang.  

Pemilik simpanan pokok khusus pada BMT tidak dapat dipersamakan 

dengan pemegang saham, dimana pemegang saham terbesar mendominasi 

proses pengambilan keputusan. Di BMT, besarnya simpanan pokok khusus 

yang dimiliki seseorang anggota BMT, tidak dapat memberikan peluang 

kepada bersangkutan untuk mendominasi, dan terisolir dari keanggotaan 

karena kecilnya jumlah simpanan yang dimiliki, tetapi hak sarana dalam 

Rapat Anggota sama besarnya bagi setiap anggota. Demokrasi, agar BMT 

tidak terarah sebagai pencari keuntungan semata, maka seyogyanya 

anggota pendiri adalah yang kira-kira mempunyai kualisifikasi sebagai 

berikut :  

a. Mempunyai kelebihan dari sisi ekonomi (aghnia’) 

b. Memiliki komitmen untuk membantu kaum kecil dan membina umat 

keseluruhan. Memilki ghirah keislaman yang bagus. Suka beribadah 

mahdhah maupun ghairu mahdhah 

c. Memiliki pengaruh dalam masyarakat. Ini biasanya Ustazd, guru, tokoh-

tokoh adat, ulama dan lain sebagainya. 

3. Simpanan 

Pola-pola simpanan yang dapat dikembangkan di BMT adalah sebagai 

berikut: 

1. Simpanan pokok khusus 

Yaitu uang dibayar oleh anggota pendiri. Sedangkan jumlah 

maksimalnya ini dapat dibayar tunai atau cicilan, sesuai dengan 

kesepakatan rapat anggota. Simpanan pokok khusus ini boleh dialihkan 

keanggota lain, namun tidak boleh diambil.  

2. Simpanan Pokok 

Yaitu uang yang dibayarkan oleh setiap anggota BMT yang 

jumlahnya ditentukan dalam anggaran dasar. Simpanan pokok dapat 

dibayar tunai atau diangsur beberapa kali sesuai dengan anggaran dasar. 

Simpanan pokok ini merupakan tanda keanggotaan BMT, oleh karena 

itu simpanan pokok tidak dapat diambil kecuali anggota yang 

bersangkutan keluar dari keanggotaan BMT. Jumlah simpanan ini tidka 

terlalu tinggi, sehingga masyarakat banyak bisa ikut serta sebagai 

anggota BMT. Namun tidak pula terlalu rendah, sehingga nilainya dapat 

memilki arti bagi modal BMT. 

3. Simpanan Wajib 

1). Simpanan Wajib Biasa 

Yaitu uang yag oleh anggota BMT secara teratur dalam waktu 

tertentu, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Jumlah 

besarnya ditentukan dalam anggaran dasar. Dalam menentukan 
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jumlah, hendaknya mempertimbangkan pula kemampuan 

anggotanya. 

2). Simpanan Wajib Pembiayaan  

 Yaitu simpanan yang dilakukan anggota setiap mendapat 

pembiayaan dari BMT. Besar simpanannya ditentukan dalam 

AD/ART, maksimal 10% dari jumlah pembiayaan. 

 3). Simpanan Sukarela Mudharabah 

Yaitu simpanan anggota dalam berbagai bentuk produk 

simpanan yang dikembangkan oleh BMT. Seperti simpanan 

mudharabah biasa, Haji, Umrah, Walimah, Qurban, Idul Fitri, 

Tarbiyah dan lain-lain. Ini dapat dikembangkan lebih banyak lagi 

sesuia dengan kreatifitas BMT dan kebutuhan anggota. Simpanan 

mudharabah mendapat bagi hasil setiap bulan, sesuai dengan yang 

diperoleh keuntungan BMT. Sedangkan simpanan pokok khusus, 

simpanan pokok dan simpanan wajib mendapat bagi hasil pertahun 

yang diperhitungkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU).  

4. Keanggotaan  

Ada tiga macam keanggotaan yang dikembangkan BMT: 

1. Anggota Pendiri  

Yakni anggota yang ikut serta mendirikan BMT dan memberikan 

simpanan pokok khusus, mereka juga membayar simpanan pokok dan 

simpanan wajib. Anggota pendiri mempunyai hak dan kewajiban yang 

sama dengan anggota biasa. 

2. Anggota Biasa 

Yakni mereka yang tidak membayar simpanan khusus, tetapi 

melunasi simpanan wajib. Mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas 

dan bagian keuntungan dari BMT. 

3. Calon Anggota  

Yakni mereka yang sudah mendaftar menjadi anggota BMT, akan 

tetapi belum melunasi simpanan pokok, sehingga belum menjadi 

anggota penuh. Calon anggota dapat melayani seperti anggota biasa, 

namun belum mempunyai hak dan kewajiban penuh. Calon anggota 

dalam waktu tiga bulan harus menjadi anggota dengan melunasi 

simpanan pokok.10 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa BMT 

yang menjadi objek penelitian penulis (BMT Kasui) adalah termasuk kepada 

Koperasi jasa keuangan syari’ah, dengan izin opeasional berdasarkan Surat 

rekomendasi atau keterangan operasional dari BADAN HUKUM No. 

                                                           
10

Ibid, hlm. 6 



30 
 

25/BH/PAD/D.3/VII/2006 (Sertifikat terlampir). Hal ini dilakukan oleh BMT 

karena berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh BADAN HUKUM tentang 

cara mengembangkan badan hukum BMT yaitu apabila pada tahap awal 

pendirian BMT memiliki modal awal 50 juta, maka BMT dapat didirikan 

dengan bentuk badan hukum koperasi, namun apabila kurang dari 50 juta maka 

BMT dapat beroperasi sebagai KSM yang berada dibawah naungan PINBUK. 

5. Fungsi dan Peran BMT  

a. Fungsi BMT secara konseptual memiliki dua fungsi:  

1. Baitulmal, bait= rumah, maal= harta.  

Baitul Maal wa-Tamwil ( BMT ) menerima titipan dana ZIS (zakat, 

infak, dan sedekah) serta mengoptimalkan distribusinya dengan memberikan 

santunan kepada yang berhak (para asnaf) sesuai dengan peraturan dan 

amanah yang diterima.  

2. Baitut Tamwil, bait= rumah, at-Tamwil = pengembangan harta.   

BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan 

investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro 

terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya. 

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa BMT merupakan 

lembaga keuangan mikro syari’ah disamping menghimpun dana dari 

masyarakat juga berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, baik yang bersifat 

konsumtif maupun produktif, berarti menggabungkan dua kegiatan yang 
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beda sifatnya yaitu laba dan nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara 

operasionalnya BMT tetap merupakan suatu entitas yang terpisah. 

Baitul Maal wat- Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu :  

1. Penghimpunan dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut 

dapat ditinggalkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang 

memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana). 

2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang 

sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

suatu lembaga/perorangan. 

3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan 

memberi pendapatan kepada para pegawainya. 

4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai 

risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. 

5. Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan 

pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan 

kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM 

Tersebut. 

Adapun fungsi BMT  di masyarakat adalah :  

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi 

lebih profesional dan Islami sehingga diharapkan mampu berjuang dan 

berusaha (beribadah) menghadapi tantangan globalisasi. 

2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang diniliki oleh 

masyarakat dapat berkembang dan berputar serta termanfaatkan secara 

optimal didalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak 

terutama masyarakat lapisan bawah. 

3. Mengembangkan kesempatan kerja. 

4. Ikut menata dan memadukan program pembangunan dimasyarakat 

lapisan bawah.  

5. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk –

produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-

lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Fungsi sentral dari 

adanya BMT adalah meningkatkan mutu dan kualitas sumberdaya 

manusia Indonesia yang masih berada pada tingkat kesejahteraan yang 

minimal, peningkatan ini menjadi pokok agar eksestensi dari tujuan dan 

keberadaan BMT ditengah masyarakat dapat dirasakan.11 

 

                                                           
11

Karnain Purwa Atmaja, M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, ( Jogjakarta : 

Dana Bhakti Prima Yasa, 1992) hlm. 49.  
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Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa Baitul Maal wat-Tamwil 

(BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt Al 

Maal Tamwil dengan kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha-

usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan 

ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan 

menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.  

Selain itu Baitul Maal wat-Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, 

infaq, sadaqah serta menyalurkannya sesuia dengan peraturan dan 

amanatnya. BMT sendiri mempunyai keunggulan atau kelebihan dari Bank-

bank konvensional lainnya, dimana pengoperasiannya menggunakan pola 

bagi hasil dan saling berbagi resiko, ini sebagai sistem bunga pada Bank-

bank konvensional yang ada selama ini, sehingga dengan system pola bagi 

hasil tersebut maka tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak BMT 

maupun Nasabah. 

Penulis menyimpulkan bahwa kehadiran BMT bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan jasmani dan rohani dilaksanakan dengan tidak ada sistem 

bunga dalam BMT memberikan berbagai pendidikan dan latihan serta 

pemberian pembiayaan usaha bagi pengusaha kecil. Sehingga diharapkan 

mereka mampu berjalan mandiri serta dapat membuka peluang kerja bagi 

rakyat banyak. 

b. Peran BMT 

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah:  
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1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat nonislam. 

Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting 

sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan 

mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti 

dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap 

konsumen, dan sebagainya. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap 

aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya 

dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan 

terhadap usaha-usaha nasabah. 

3. Melepaskan ketergantungan pada renternir, masyarakat yang masih 

tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan 

masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus 

mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana 

setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.  

 Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks 

dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk 

melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus 

diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus 

memerhatikan kelayakan anggota/calon anggota dalam hal golongan anggota 

dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan. 

Selain itu, peran BMT di masyarakat, adalah: 
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1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak. 

2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam. 

3. Penghubung antara kaum aghnia(kaya) dan kaum dhu’afa (miskin). 

4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang 

barakah, ahsanu’amala, dan salaam melalui spiritual communication 

dengan dzikir qalbiyah ilahiah. 

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu 

penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Prinsip Dasar BMT 

adalah: 

1. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu’amala 

(memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: 

keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. 

2. Barokah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, 

transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada 

massyarakat. 

3. Spiritual communicatiaon (penguatan nilai ruhiyah). 

4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif. 

5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif. 

6. Ramah lingkungan. 

7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta 

keanekaragaman budaya. 

8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan 

kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.12 

 

Penulis menyimpulkan bahwa Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) 

merupakan sebuah lembaga perbankan Islam yang didalam 

pengoperasionalannya menggunakan prinsip syar’ah Islam dengan sistem 

bagi hasil sehingga Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) ikut meningkatkan 

                                                           
12

Nurul Huda dan Mohamad Heykal,  Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoristis dan 

Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 363-365 
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kesejahteraan masyarakat baik jasmani maupun rohani serta 

mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi 

dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah 

dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya.  

BMT sendiri mempunyai keunggulan atau kelebihan dari Bank-bank 

konvensional lainnya, dimana pengoperasiannya menggunakan pola bagi 

hasil dan saling berbagi resiko, sehingga dengan system pola bagi hasil 

tersebut maka tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak BMT maupun 

Nasabah. 

6. Manfaat BMT 

Selain fungsi dan peran di atas kehadiran BMT ditengah-tengah masyarakat 

tentunya dapat juga memberi manfaat, baik manfaat bagi anggota BMT sendiri 

maupun manfaat bagi lingkungan disekitar BMT, adapun manfaat BMT adalah 

sebagai berikut:  

a.  Manfaat Bagi Anggota 

1). Meningkatkan kesejahteraan hidup atau perekonomian rumah tangga 

anggota. 

2). Mindidik anggota untuk hidup hemat, tidak konsumtif, ekonomis dan 

berpandangan kedepan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan. 

3).  Anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha. 

4). Anggota diarahkan (bimbingan manajemen) untuk mengembangkan 

usaha yang produktif dan menguntungkan. 

5). Adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota 

berfikir aktif dan musyawarah.  

6). Anggota akan terbiasa memegang amanah, bersikap jujur, dan 

mengembangkan tanggung jawab atas pembiayaan yang diterima dalam 

hal ini anggota memperoleh pengajian pendalaman dinnul Islam secara 

rutin. 
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7).  Meningkatkan kepercayaan pihak lain (misalnya dari BPRS ketika akan 

mengajukan pembiayaan).13
  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis pahami bahwa BMT selain 

memiliki peran dan fungsinya di masyarakat juga memberikan manfaat bagi 

anggotanya itu terbukti dengan adanya keseriusan BMT di dalam 

memberikan pembinaan spiritual misalnya mengadakan pengajian 

pendalaman Al-qur’an secara periodik dengan para anggota BMT hal 

demikian bertujuan untuk menumbuhkan sikap jujur dan amanah di dalam 

mengemban tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. 

b. Manfaat Bagi Lingkungan  

BMT dapat didirikan di lokasi manapun juga, baik di wilayah Ibu Kota 

Negara, Ibu Kota Propinsi, Ibu Kota Kotamadya atau Kabupaten, maupun Ibu 

Kota Kecamatan. Ia bahkan tidak hanya dapat didirikan di Masjid atau di 

Pasar, tetapi dapat pula disetiap instansi kantor pemerintah atau swasta, rumah 

sakit, sekolahan-sekolahan, Balai Desa, lokasi perkebunan dan tempat-tempat 

lain yang padat penduduknya. Dengan begitu, BMT memiliki pasar yang luas 

dan potensial. Kondisi ini sangat menguntungkan BMT dalam pemasaran 

karena akan terbentuk jaringan pemasaran, dan menguntungkan dalam strategi 

promosi karena akan terbentuk pemahaman yang sama pada masyarakat luas. 

Dalam kondisi seperti itu, yang perlu diperhatikan adalah menjalin 

kemitraan eksternal antar sesama BMT, membina hubungan eksternal adalah 
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 PINBUK, Op. Cit.,hlm. 7. 
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interelasi antara sesama BMT dalam mengembangkan amal usaha, dan 

strategi pemasaran yang tidak saling mematikan. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa BMT bermanfaat bagi 

anggota dan lingkungannya, Secara fisik, hal itu di buktikan dengan bangunan 

kantor atau sekretariat BMT yang mencerminkan keteduhan, persaudaraan 

dan keharmonisan dengan sekitarnya. Secara sosial program usaha dan kerja 

pengelola BMT harus mampu membina umat, misalnya mengadakan 

pengajian pendalaman Al-qur’an secara periodik dengan anggota maupun 

masyarakat disekitar BMT. 

7. Produk Dana BMT dan Dasar Hukumnya 

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip 

dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad 

tersebut adalah : Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan 

uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka 

mendapatkan keuntungan bagi hasil. 

Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan 

Fatwa DSN-MUI,2003): 

1. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana 

nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak 

mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan 

dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-

benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguh pun demikian nominalnya 

diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif ( Fatwa DSN –

MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000). 

2. Tabungan Mudarabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, 

untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada 

anggota/nasabah berdasarkan kesepakatan anggota/nasabah. Nasabah 

bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000). 
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3. Deposito Mudarabah, BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak 

bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola 

dana (mudharabah mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan 

nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk 

usaha tertentu. Nasabah memberi bantuan pengguna dana untuk jenis dan 

tempat tertentu jenis ini disebut mudharabah muqayyadah.14 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa jenis simpanan 

yang di kumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan 

dan kemudahan yang dimiliki oleh pemilik dana yang menanamkan uangnya di 

BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka 

mendapatkan keuntungan bagi hasil simpanan tersebut. 

Secara umum bentuk-bentuk produk atau jenis-jenis usaha yang dilakukan 

BMT adalah sebagi berikut:  

a. Bidang usaha, memobilisasi simpanan sukarela dari anggota berbentuk 

simpanan Sukarela Mudharabah (S.M ) sebagai berikut:  

1). S.M. Biasa  7). S.M. Walimah  

2). S.M. Pendidikan   8). S.M. Aqiqah 

3). S.M. Haji    9). S.M. Perumahan 

4). S.M. Umrah    10). S.M. Kunjungan Wisata 

5). S.M. Qur’ban    11). Sukarela titipan Bazis 

6). S.M. Idhul Fitri  12). Dan lain-lain, produk simpanan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.
15

 

 

b. Kegiatan Pembiayaan (P) usaha mikro dan kecil bawah dan kecil antara lain 

berbentuk : 

1) Pembiayaan Mudharabah yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat 

penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan 

karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada 

orang lain yang aqil (berakal), dewasa dan bijaksana yang ia pergunakan 
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 Nurul Huda dan Mohamad Heykal,  Op. Cit. hlm. 366 
15

 PINBUK, Loc Cit. 
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untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari 

keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan.16 

Adapun landasan hukumnya adalah :  

            

Artinya : ....Dan orang-orang yang melakukan dharb (perjalanan) di 

muka bumi ini mencari sebagian karunia Allah...(Q.S. Al-Muzammil; 20). 

2) Pembiayaan Musyarakah (bagi hasil bersyarikhah) maksudnya adalah 

keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha dengan 

menyertakan sujumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai 

kesepakatan bersama.17 

3) Pembiayaan Murabahah (pemilikan barang jatuh tempo) adalah jual beli 

suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan.Maksudnya pembeli baru 

membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga  

pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun landasan 

hukumnya adalah:  

.........        

Artinya : ...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. (Q.S. Al-baqarah; 275). 

4) Pembiayaan Ba’ibitsaman ajil (pemilikan barang cicilan) adalah jualbeli 

barang pembeyaran cicilan. Harga jual beli adalah harga pokok ditambah 

keuntungan yang disepakati.18 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa kegiatan 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk  mengambalikan 

uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

atau bagi hasil. 

 

                                                           
16

Karnaen Porwataatmadja, M. Syafi’i Antonio,  Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Jogjakarta : 

Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm 21. 

17
Ibid, hlm. 23 
18

 PINBUK, Op. Cit. hlm.13 
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B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Beberapa definisi pengembangan ekonomi masyarakat (Community 

Economic Devlopment) menurut beberapa pakar antara lain : sebagai system 

tindakan nyata yang menawarkan alternatife model pemecahan masalah 

masyarakat dibidang ekonomi. Menurut Edy Soeharto, pengembangan ekonomi 

masyarakat adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi.19  

Dari definisi tersebut dapat penulis pahami bahwa pengembangan atau 

pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membangun atau 

mengengkat harkat dan martabat masyarakat dengan memberikan dukungan dan 

motivasi kepada masyarakat yang memang sudah memiliki potensi artinya 

masyarakat tersebut memang sudah ada atau sudah memiliki skiil/keahlian, akan 

tetapi keahlian atau potensi itu belum terlihat/tampak, adanya dorongan dan 

motivasi tersebut diharapkan tentunya agar mereka meningkatkan potensi yang 

mereka miliki dan mengupayakan peningkatan tersebut melalui tindakan nyata.  

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan 

kaum powerless untuk memperolah surplus value sebagai hak normatifnya. 

Sedangkan Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan 

faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan 

masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan 

masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang 

                                                           
19

Edi Soeharto,”Metodologi Pengembangan Masayrakat: Jurnal comev”, ( Jakarta : BEMJ-

PMI, 2004). Vol.1.hlm.3 

 



41 
 

harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, 

maupun aspek kebijakannya.20  

 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan 

bahwa pemberdayaan ekonomi adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan 

untuk membantu dan memberikan dorongan kepada masyarakat di dalam 

meningkatkan kualitas kehidupannya dalam bidang ekonomi dengan memberikan 

penguatan berupa pemberian modal untuk memperkuat atau mengembangkan 

usaha para pedagang mikro agar lebih berdaya melalui kegiatan yang mengarah 

pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, 

seperti : penguatan pada para pedagang mikro  seperti : home industri tahu, 

pedagang kelontongan, pedagang elektronik, pedagang sayuran, pedagang bakso, 

mie ayam dan gorengan, bengkel motor dll. 

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia baik pada sektor perekonomian, pendidikan, dan 

lain sebagainya. Pemberdayaan biasanya melibatkan sumber daya manusia, seperti 

masyarakat. 

Kegiatan pemberdayaan ekonomi cendrung menekankan pada dua hal, yakni 

primer dan skunder. Kecendrungan primer berarti proses pemberdayaan 

menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan 

atau kemampuan (pemberian modal) kepada masyarakat agar individu menjadi 

lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai 
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 Friedmann (1992): Empowement: the Politics of Alternative Development. Cambridge 

Mass: Blackwell Publisher, hlm. 21 
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proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. 

Dengan memberdayakan masyarakat dalam perekonomian, maka secara tidak 

langsung akan menciptakan sumberdaya manusia yang sejahtera dan mandiri. 

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, secara umum manusia memiliki 

kebutuhan dasar yang sama tetapi berbeda tingkat kebutuhannya. Maslow (1994) 

mengemukakan bahwa pada hakekatnya manusia memiliki kebutuhan dasar yang 

meliputi : kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi, 

kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, serta kebutuhan untuk 

mengaktualisasikan diri. 

 Adapun tingkat kebutuhan yang dikemukakan BKKBN untuk menilai tingkat 

keluarga sejahtera, terdiri dari:  

1. Basic needs (spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan); 

2. Socio-psychological needs (pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi 

dengan lingkungan tempat tinggal, dan tranportasi) dan  

3. Devlopment needs (kebutuhan untuk menabung dan untuk memperoleh 

informasi). 

Dengan demikian dapat penulis pahami bahwa dalam sebuah upaya 

pemberdayaan yang identik dengan meningkatnya kepada kondisi yang sejahtera 

bagi masyarakat memerlukan hal yang dapat meminimalisir bahkan menghindari 

hal-hal yang akan membuat keterpurukan sehingga kesengsaraan tidak akan 

dirasakan. 
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Namun demikian, upaya pemberdayaan yang dilakukan harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu: 

a. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. 

b. Memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat, seperti penyediaan berbagai 

sarana dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat menjadi lebih berdaya. 

c. Memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah. Yang 

dimaksudkan dengan perlindungan adalah upaya pencegahan agar tidak  terjadi 

persaingan yang tidak sehat, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.
21 

 

Penulis menyimpulkan bahwa dengan memperhatikan ketiga hal  tersebut, 

diharapkan kegiatan pemberdayaan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga out 

put masyarakat yang diberdayakan dapat berkembang secara mandiri baik secara 

individu maupun kelompok. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mengandung tiga misi. Pertama misi 

membangun ekonomi masyarakat dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. 

Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan pekerjaan, laba, tabungan investasi, 

kelangsungan usaha dan lain sebagainya. Kedua pelaksanaan etika dan ketentuan 

hukum syari’ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi Islam. Ketiga 

membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana 

pendukung dakwah Islamiyah yang dapat melalui zakat, infak, shodaqoh dan 

waqaf serta menjadi bagian pilar perekonomian Indonesia.22 

 

Artinya dapat penulis pahami bahwa pemberdayaan ekonomi ialah 

pemberdayaan masyarakat yang bergerak dalam hal ekonomi, sehingga dapat 

dipahami bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi ialah suatu kegiatan dimana 

perekonomian masyarakat digiring kepada arah yang lebih baik/layak, yaitu 

kepada kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksi, mampu 

                                                           
21

Gunawan Sumodiningrat, Membangun Indonesia Emas, (Jakarta : Media Komputindo: 

2005), h. 121 

22
M. Dawam Raharjo, Islam dan Transpormasi Sosial Ekonomi, LPPI, UMY, Jogjakarta : 

1993), hlm 81 
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membuat system networking, kemudian sampai pada kemampuan menjadi 

masyarakat yang sejahtera dan tidak lagi memiliki ketergantungan kepada 

orang/pihak lain.  

 Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan 

ekonomi masyarakat disini ialah memberikan motivasi, dukungan/penguatan 

(berupa pemberian modal) kepada masyarakat dalam mengoptimalkan 

ekonominya untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memiliki kemandirian.  

2. Ekonomi dalam pandangan Islam 

Seperti dikatakan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan 

sumber tuntutan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana 

didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akherat nanti. Dalam hal ini 

ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian 

Islam, bertujuan agar menuntun manusia berada di jalan lurus (shirat Al 

Mustaqim). 

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, 

disamping itu juga anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Didalam (Q.S. Al-A’rof 

: 10) yaitu :  

                  

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 

sedikitlah kamu bersyukur, (Q.S Al-A’rof : 10). 
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Perintah untuk melakukan aktivitas yang produktif bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia yaitu terdapat dalam Q.S. Al-baqarah : 22, yaitu : 

                  

           

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit 

sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah 

kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.  (Q.S Al- 

Baqarah : 22). 

 

Berdasarkan ungkapan Al-Qur’an tersebut dapat penulis pahami bahwa 

ungkapan Al-Quran tersebut jelas menunjukan bahwa harta (kekayaan materi) 

merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam 

ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Namun demikian, Islam pun tidak 

menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya 

materialistis dan pragmatis.  Harta benda adalah merupakan alat dan sarana untuk 

menuju kebaikan, maka seluruh manusia berkewajiban bekerja dan berusaha 

dengan giat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut  : 

....         

 

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’du : 11).  

 

Jadi konsep pemberdayaan dalam konsep pembangunan selalu dihubungkan 

dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, 

pemberdayaan diletakan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.  
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Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa ekonomi dalam pandangan 

Islam adalah kegiatan atau aktivitas yang produktif dan memiliki dimensi Ibadah 

maka dari itu umat Islam dituntut untuk giat didalam bekerja guna  menunjang 

kelangsungan hidup mereka, akan tetapi Islam tidak menghendaki umatnya hidup 

menjadi mesin  ekonomi yang menyebabkan umatnya hidup secara materialistis, 

dan pragmatis.  

 Jadi, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk memandirikan 

ekonomi masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki 

sesuia dengan tuntunan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga 

akhirnya masyarakat mampu mengatasi/mencari solusi dalam setiap masalah 

ekonomi yang akan terjadi. Dalam pemberdayaan masyarakat senantiasa 

menyangkut 2 kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang 

diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang 

memberdayakan.  

Dalam hal ini pihak yang diberdayakan ialah nasabah/anggota masyarakat 

desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan dan pihak pemberdaya 

ialah pengelola BMT Sepakat Kasui. 

3. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan merupakan upaya memperluas pilihan bagi masyarakat, ini 

berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang 

bermanfaaat bagi dirinya. Atau dengan kata lain pemberdayaan adalah membuat 

komunitas lokal mempunyai inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri 
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sumber daya mereka, yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengejar 

pelaksanaan atau implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.23
  

 

Penulis memahami bahwa upaya pemberdayaan adalah membuat masyarakat/ 

suatu komunitas mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka harus ada kesadaran bahwa mereka 

harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya jangan hanya menunggu 

bantuan dari pihak pemerintah atau dari yang lainnya. Selain adanya kesadaran 

harus pula adanya kemauan berbuat. Selanjutnya harus ada keyakinan bahwa 

mereka memang mampu berbuat.  

Dengan demikian diperlukan pengetahuan praktis, keterampilan, kemampuan 

kerja sama kelompok yang lain, dan diperlukan pengalaman kerja pada proyek 

percontohan, ada fasilitator yang dapat memberikan informasi, dapat menyertai 

komunitas dalam upayanya itu serta dapat mencarikan bantuan perangsang, 

disamping itu diperlukan adanya konsultasi teknis. 

Untuk pihak pemberdaya atau pengembang (pengelola BMT) harus bekerja 

dengan azas menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. 

Pengalaman kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan 

fasilitas kepada mereka, untuk memberikan daya pada masyarakat maka perlu 

adanya langkah-langkah yang harus di tempuh sebagai berikut:  

a. Melakukan inventarisasi masalah pada komunitas yang akan dikembangkan, 

langkah ini biasanya dilakukan dengan wawancara informal pada komunitas. 

b. Kemudian dilakukan pengecekan dilapangan guna menyakinkan adanya 

masalah seperti apa yang dilaporkan dan sifat hakikatnya. 

                                                           
23

Muchtar Masoed,  Jurnal MediaInovasi, ( Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, , 1997, hlm. 50 
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c. Inventarisasi alternatif memecahkan masalah. 

d. Mempelajari aturan –aturan yang ada mengenai pengembangan sektor tersebut, 

termasuk fasilitas apa yang disediakan pemerintah atau LSM. 

e. Melakukan tindakan persuasif agar komunitas menyadari bahwa mereka harus 

meningkatkan kualitas hidupnya, mengatasi masalahnya sendiri untuk 

mencapai harapannya. Upaya ini harus bekerjasama dengan pemerintah desa 

yang menyetujui program ini dan para volunteer yang berasal dari komunitas 

tersebut. 

f. Melakukan motivasi yaitu menggerakkan anggota komunitas yang sudah 

diyakini bahwa mereka harus berusaha sendiri meningkatkan kualitas hidupnya. 

g. Penyusunan kelompok kerja. 

h. Suatu kelompok kerja menangani sektor  pemberdayaan. 

i. Penyusunan program kerja, hendaknya prokja itu sendiri dengan menerima 

masukan dari aparat pemerintah desa dan elit desa penghubung hanya menjadi 

fasilitator. 

j. Memberikan pengetahuan praktis mengenai sektor yang akan dikembangkan 

melalui penyuluhan dan sebagainya. 

k. Memberikan keterampilan terkait untuk pelatihan dan sebagainya. 

l. Pemberian pengalaman nyata dalam pengembangan masyarakat. 

m. Memberikan fasilitas berupa informasi, penyertaan, bantuan materil 

perangsang, petunjuk konsultan teknis dan lain-lain. 

n. Memberikan pengetahuan praktis, evaluasi kerja, pengembangan masyarakat 

terdiri dari evaluasi proses, evaluasi pencapaian target dan evaluasi 

pemberdayaan.24 

 

Penulis menyimpulkan bahwa upaya pemberdayaan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah membuat komunitas lokal mempunyai inisiatif dan 

kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka, dengan azas 

menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kemauan, dan keterampilan. Pengalaman 

kerja kelompok dan pengalaman kerja lapangan serta memberikan fasilitas kepada 

mereka yang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengejar pelaksanaan atau 

implementasi inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.  
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4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana 

para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, 

disertai penyususnan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut 

tercapai.25 Istilah strategi sangat berkaitan dengan usaha untuk merumuskan dan 

menetapkan berbagai pilihan kebijakan, aksi dan solusi yang paling tepat dan 

relevan dalam menghadapi problematika baik dalam prospek kekinian maupun 

prospek kedepan.26 

 

Strategi dalam konteks ini diartikan sebagai suatu siasat untuk 

mengoptimalkan fungsi dan peran BMT dalam rangka pemberdayaan masyarakat 

(umat). Makna strategi lebih diarahkan pada upaya sistematis mencari jalan 

bagaimana mengoptimalkan fungsi dan peran BMT sebagai asset umat Islam yang 

dapat dirasakan manfaatnya khususnya bagi masyarakat yang ada disekitarnya. 

Upaya-upaya tersebut dilakukan secara kontinyu dengan berpedoman pada 

tuntunan syari’at Islam dan tuntunan masyarakat muslim saat ini. 

Berdasarkan  pengertian di atas dapat penulis pahami bahwa strategi 

merupakan sebuah konsep metode yang akan digunakan untuk menjalankan 

sebuah rencana program yang bersifat continue (berkelanjutan) sampai kepada 

tujuan yang diharapkan. BMT sesungguhnya didirikan untuk kepentingan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama lapisan bawah, namun upaya 

untuk menyakinkan orang akan usaha yang mulia itu bukan hal yang mudah, 

umumnya masyarakat masih gengsi kalau lembaga keuangan seperti BMT mampu 

menjamin kelancarannya. 
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Husein Umar, “Strategi Managemen in Action, (Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama, 
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Untuk itu sistem pengelola BMT yang baik akan berdampak pada peningkatan 

pelayanan BMT kepada para anggotanya yang pada gilirannya masyarakat yang 

ada disekitarnya akan tertarik dan bergabung menjadi anggota, apalagi jika BMT 

mampu menawarkan produk yang menyentuh langsung dengan kebutuhan hidup 

masyarakat. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan BMT 

merupakan keniscayaan yang perlu mendapatkan perhatian terus menerus. Hal ini 

sangat penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui 

optimalisasi fungsi dan pengembangan peran BMT di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat, karena itu strategi dasar yang dimaksud dan yang akan dikemukakan 

disini adalah lebih di arahkan pada suatu proses pemanfaatan BMT sesuai dengan 

fungsi utamanya dengan terus mempertimbangkan aspek-aspek etika dan nilai-

nilai syari’ah.  

Selain dari itu strategi lain yang digunakan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan peningkatan serta kesejahteraan masyarakat dengan  memberikan 

keuntungan kepada masyarakat yaitu melalui cara bagi hasil yang adil, 

memberikan alternatif produk-produk yang dikeluarkan BMT. Kemudian strategi 

lain yang dikembangkan oleh BMT adalah menghimpun dana dan 

menyalurkannya melalui kegiatan pembiayaan dari, untuk dan oleh anggota BMT 

tersebut. 


